~ BUPATI LOMBOK BARAT
~ PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2019
‘ TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

1 a bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun |
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54
~ Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

2020 dan telah ditetapkannya cadangan Dana Alokasi
Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020, perfu merubah
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja ‘~

~ Daerah Tahun Anggaran;
. b: bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

15/KMK.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan

 Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional

(BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020,
perlu dilakukan pengalokasian kembali Insentif dan
Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang
Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan |

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun

- 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.




|. Undang-Undang Nomor

- Pembentukan Daera

69 Tahun

Indonesia Nomor 4286);

~ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
‘Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
‘Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
‘Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

~ Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
~ Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

_ Indonesia Nomor 4400);

'f-'ﬂ-Undang-Undang ‘Nomor 33 Tahun 2004 tentang
" Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
~ Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

‘Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik
~ Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

‘ 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
~ Indonesia Nomor 5494); 1
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
. {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
: 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

 5495);
L Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
' Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

2

1958 tentang
- h-Daerah Tingkat II dalam Wilayah
" ,‘ Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
v Tenggara Timur {Lembaran Negara Tahun 1’95‘8 Nomor
. 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
4‘5Undang-—-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan |
~ Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik




Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

~ Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
~ Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
' Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
~ dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 4712);
. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
~ Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

- ;}: 4502);

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang |
 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. Republik =

o Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
~ Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
~ Republik Indonesia Nomor 4575);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
| Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

- Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem  Informasi

sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah

- Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



~ Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
~ Republik Indonesia Nomor 5155); |
14, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
_ Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara
: }‘f»\;».iRepubh‘;k Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang
~ Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

~, - Indonesia Nomor 4585);
\\\\ | 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
.  Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

 Nomor 4614);

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
}Pameﬁnmh, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
~ Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

: Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
~ Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

. Peraturan Pemerinitah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah

i Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan
. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang
~ Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
~ Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai
 Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
~ Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan
~ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

. e i

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik .

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tehun 2007 tentang

- dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun -
2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik




19 Peraturan Pamerintah}i Nomm' 71 Tahun 2010 tentang
. ~ Standar Akuntansz Pemerintah (Lembaran Negara {
_ Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
). Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
~ Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
-  Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Iamharan Negara
Republik Indonesia Nomor 5219); ‘
‘Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
~ Keuangan dan Administratif Pimpinan dan ‘Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

_ Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33); |
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

“.:Pangelohan Keuangan Daerah (Lembarani - Negara
~ Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
4. Peraturan  Pemerintah Pengganti ~ Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negama @

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus -
~ Disease 2019 yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran

- ‘Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor‘gi‘);
” . Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentarig
~ Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020
 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran
~ Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
_ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
. 155); ALy r
26. Keputusan Presiden Republik Indonesia Notmor 11 Tahun
2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat COVID-19;
. 4Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007

- tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

A




_ tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
- Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
. ‘Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
‘Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata
_ Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Repubhk |
. _ Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); :
. 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
~ tentang Kegiatan Pembangunan Saranan dan Prasarna
5 Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
2094),
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019

. tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja
~ Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik
_ Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020
 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU dan DID
 Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan ‘
COVID-19 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 250};
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020

'~ tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease

2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020
.ﬁ:{entang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik

Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia

- _ Tahun 2020 Nomor 678);

33. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.7/2020
_ tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana

© Cadangan Bantuan Operasional (BOK) Tambahan

_ Gelombang III Tahun Anggaran 2020;




‘pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

, jNomor 83); dan
35. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang
~ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

34, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-

 Kebupaten Lombok Barat Tahun 2007 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Iombok Bamt ‘. \

: Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
3arat Tahun 2019 Nomor 13).

e MEMUTUSKAN :

Menetapkan : HAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61
. TAMUN 2019 TENTANG PENJABARAN = ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

P gom

PASAL I

- Beberapa. ketentuan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun Tahun 2019 tentang

'Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

- 2. Belanja

1 1 Ketmtu Paaal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai Phriit

b Eemmbah/(berkurang}

(Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 61) diubah

Pasal 1

‘ Anggm 2020 semula bexjumlah Rp1.991.559.288,04- berkurang sejumlah ‘

 Rp199.138.885.251,84- sehingga menjadi Rpl.641.837.674: 036, 20- dengan -
_ rincian sebagai benkut t
1, Pendapatan

a. Semula N : Rp1.840.976.550.288,04
i Bertambah/(berkurang) . Ro(199,136,885.251.84)
; Jumlah Pendapa’"?i"f 1 setelah Perubahan Rp1.641.837.674.036,20

" -'Pemabaran Perubahan ‘Anggaran Pendapatan dan Belanja Diorih Tahin

a Semula - | : Rp1.991.276.559.288,04

~ Jumlah Belanja sételah Perubahan Rpl.781.487.674.036,20

s sm;gs:/(neﬁw Rp(139.650.000.000,00)




4 Pembiayaan

a. Penerimaan ,, .
~ 1)Semula ~ :Rp150.300.000. eoe 00
~ 2) Bertambah/(Berkurang) : Rp0,00
_ Jumlah Penerimaan setelah Perubahan  Rp150.300.000. 000, oo

B Pengeluaran Pembiayaan
1) Semula
2). Bertarnbah/(berkurang} : Rpl10.650.
\ Ju:r;tah',Pengeluaran setelah Perubahan RpI 0.650.000.000,00
~ Jumlah Pembiayaan Neto Rp139.650.000.000,00
;:sételéh perubahan |
_ Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp0,00

_ setelah perubahan
2 Ket@ntuan Pasal 2 diubah sehingga be:rbunyx scbagai ben‘kut 3

Penjabaran Pcru‘bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagannana d
yang merupakan baglan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ‘im

3 Ketentuan Pasai 3 émbah sehingga berbunyi sebagai benkut
o Pasal 3 :
Pergabaran Pembahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II (dua) yang

- merupalan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4 Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pemabaran Perubahaﬁ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
chwtapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen
pelaksanaan\ anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan
/ ketentua pemndang»undangan

imaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I (satu)




e . PasaIII
Peraturan Bupatz Lombak Barat ini mulai berlaku pada tanggal dmndangkan

Agar sgtzap orang mc“getahumya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dalam Berzta. Daerah Kabupaten Lombok Barat,

_ BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020 NOMOR 36
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